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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah sudah benar 

karena hakim juga meninjau dari Undang-Undang Perdata, Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan 

dari Konvensi, Rekonvensi, Replik, Duplik, Rereplik, dokumen-dokumen 

terkait dan keterangan dari saksi, sudah cukup untuk mengambil putusan 

seperti yang di paparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa majelis hakim 

dalam memutuskan perkara ini adalah benar adanya karena 

mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan mantan suami tersebut. 

Hakim memutuskan Rp. 750.000 adalah hasil dari pembagian 

Rp.1.500.000 yang di sanggupi oleh mantan suami untuk di bagi pada 

dua orang anak. Jadi anak yang diasuh oleh mantan istri  mendapatkan 

nafkah Rp. 750.000 perbulan sampai anak tersebut mumayyis. 

2. Hukum Islam memaparkan bahwa orang tua terutama suami/mantan 

suami wajib memberikan nafkah materiil kepada seorang anak, meskipun 

ia telah bercerai dengan istri/mantan istri. Kadar nilai/ batasan untuk 

menentukan nafkah dilihat dari kemampuan mantan suami. Jadi putusan 

hakim tentang nafkah anak ini selaras dengan ketentuan hukum Islam 

dan ketentuan undang-undang yang berlaku. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan terkait pemberian nafkah, khususnya pemberian nafkah 

anak dimana suami wajib memberikan nafkah anak meskipun telah bercerai 

denangan istrinya. Dalam memahami pertimbangan hukum yang digunakan, 

maka Majelis Hakim selaku pemegang kekuasaan dalam memutuskan 

perkara hendaknya memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus 

perkara dan lebih tepat dalam mengambil keputusan. 

 

 




